BABI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti vang sangat penting bagi Bangsa Indonesia, karena
seperti vang kita ketahui pada saat ini sebagian besar penduduk Indonesia hidup
den pentanian. Disamping itu juga mempunyai arti penting dalam hubungan
dengan  kehidupan bermasyarakatan pada umumnya. Lebih pada masa
sembangunan sekarang ini, tanah merupakan modal utama dalam menunjang
keberhasilan pembangunan,

Negara kita merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama
islam Sebagaimana kita ketahui, bahwa Agama Islam menganjurkan untuk
melaksanakan ibadah, antara lain dengan melaksanakan wakaf Yang pada
smumnya wakafl terdiri dari benda. namun bagi mereka yang mampu, biasanya
mewakafkan benda miliknya berupa tanah, karena tanah bersifat kekal dan tidak
habis dipakai kecuali di jual. Oleh karena itu masalah perwakafan tanah milik ini
mendapatkan perhatian khusus, vaitu dengan diaturmya Undang- Undang Pokok
Agraria No.5 Tahun 1960 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978, Peraturan
Pemerintah No.28 Tahun 1977 maupun peraturan pelaksanaannya.

Salah satu masalah dibidang keagamaan yang menvangkut pelaksanaan
tugas — tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah milik. Wakal adalah
suatu lembaga yang dapat dipergunakan schagai salah satu sarana guna

mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya hagi umat yang beragama



‘Jam dalam rangks mencapai kesejohteraan spiritual dan material menuju
=asvarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,

Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu kebajikan, karena dengan
serbuatan berwakafl tanah mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi
masvarakat dan umat, dan bahkan bagi negara sekalipun. Oleh karena itulah,
=asalah wakal | terutama wakaf tanah, bukan sckedar masalah keagamaan atau
masalah  kehidupan seseorang, melainkan juga merupakan masalah
yemasyarakatan dan individu secara keseluruhan meliputi interdisipliner dan
wultidisipliner menyvangkut masalah — masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan,
sdministrasi, dan bahkan juga masalah politik.

Masalah wakaf sebagai salah satu cara perolehan hak atas tanah dalam
lembaga hukum Islam, selain cara perolehan melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar
menukar, maupun ihyaulmawat {membuka tanah baru), pada dasarnya tidak hanya
mencakup pada tanah schagai benda tidak bergerak, akan tetapi mencakup hal
vang lebih luas, yakni dapat juga mencakup benda bergerak seperti mobil. meja,
lemari, dan benda tidak bergerak seperti halnya tanah dengan bangunan. Meski
demikian dalam kehidupan masyarakat penyebutan untuk benda bergerak lebih
banvak menyebutnya shodagoh. Sedang penyebutan wakaf lebih banyak
diterapkan untuk benda tidak bergerak, tanah umpamannya. "

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, fanali mempunyal peran
vang amat penting, baik scbhagai tempat tinggal, tempat kegiatan perkantoran,
tempat kegiatan usaha baik perdagangan, pertanian, peternakan dan lain-lainnya,

maupun sebagai lempat kegiatan pendidikan, peribadatan dan lain-lainnya. Peran

' Hamami Taufig, Perwakafarn Tanah dulem Politik Hukum Agraria Nastonal, FT Tata
Nuza, 2003, hal 3
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pesting dari tanah tersebut untuk kegiatan-kegiatan scperti contoh di atas dapat
Seerolehnya sclain denang cara jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan
\wn-lainnya dapat juga diperolehnya melalui cara atau jalan wakaf, dan untuk
sulah modal vang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di [ndonesia,
sdalah tanah. Apalagi dengan perkembangan yang begitu pesat pembangunan di
serbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi sangat penting. Akibatnya
muncullah berbagai perbedaan kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan
sasyarukat banyak. Pada umumnya, kalau beberapa kepentingan berasal dalam
Leadaan atau posisi vang saling berhadapan, maka akan dimenangkan oleh pihak
vang lebih kuat, yang dalam hal ini Pemerintah atau pengusaha dan rakyat kecil
sada umumnya akan menjadi pihak yang dirugikan. i

Schubungan hal di atas, maka masalah tanah ini diatur dalam Hukum
Agraria Nasional, yang tertuang dajam Undang — Undang Pokok Agraria nomor 5
sahun 1960 tentanp Peraturan Dasar pokok Agrara Dalam salah satu
konsiderannya disebutkan bafiwa berfiybungan dengan apa yang disebut dalum
pertimbangan — pertimbangan diatas periu adanva Hukum Agraria Nasional,
vang herdasar gtas Hukwm Adar tanah yang sederhana dan menjamin kepastian
Juckian bagi sefuruh rakyar Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur - unsur
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vang bersandar pada hukum Agama. *' Salah satu hal yang bersandar pada
Hukum Agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama
Islam. setidak tidaknya dalam prosentasenya mencapal jumlah 87.2 porsen dan

seluruh penduduk Indonesia, wakaf tanah adalah merupakan salah satu ibadals

A3 Hamami, Taufig, Bid . hal 3
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wwisl di dalam Islam vang sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni
vane menyangkut masalah bumn, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
swerkandung di dalamnya. Oleh karena itu, masalah wakaf ini, selain terikat dengan
stwran — aturan hukum agama (Islam), juga terikat dengan aturan — aturan Hukum
Agzana Nasional. Dimaksudkan dengan hukum agrana adalah ketentuan
yetentuan hukum vang mengatur hubungan — hubungan hukum dengan bumi, air
San ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tanah
demnikian juga tanah wakaf, termasuk dalam bagian dari Hukum Agraria.

Karena begitu pentingnva masalah tanah wakaf di mata Hukum Agrana
Masional vang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang
Maha Fsa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan
serwakafan tanah ditempatkan secara khusus. Keberadaannya oleh Negara diakui
dan harus dilindungi.

Pada tahun 1960, lahirlah Undang — Undang No.5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria, lembaran Negara No.104 Tahun 1960 vang
kemudian dikenal dengan Undang — undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam
UUPA ini terdapat pasal vang menunjuk akan diaturnya tanah wakaf dengan
peraturan pemerintah. |l ini tercantum dalam pasal 49, yang bunyinya schagai
berikut ;"

a  Hak milik tanah badan — badan keagumaan dan sosial sepanjang di
perounakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan
dilindungi, badan tersebut dijamin pula akan memperolech tanah vang

cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

1 Suhadt Ima, Wakaf untuk Kesejahteraan Umar, PT Doana Bhalsi Prima Yasa, 202, hal 5
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b Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam
pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan
hak pakar,

¢ Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan
Pemenntah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Instruksi
Preciden No.| Tahun 1991 serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 maka
wclah terjadi pembabaruan di bidang perwakafan tanah di mana persoalan tenlang
Perwakafan Tanah Milik ini telah di atur, diterhitkan dan di arahkan sedemikian
supa sehingga benar — benar memenuhi hakekat dan tujuan dari perwakafan sesuai
saran Islam. Selanjutnya diharapkan agar segala persoalan tentang perwakafun
wnah ditempatkan pada proporsi vang sebenarmya.

Didalam pasal 19 Undang — Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 di
sebutkan bahwa

* Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan — ketentuan yang
diatur dengan peraturan pemerintah ™

Dengan dikeluarkannya PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,

pemerintah  berupava untuk dapal lebih memudahkan masvarakat dalam
melaksanakan pendaftaran tanah baik masalah prosedurnya maupun masalah
pendaftaran tanahnya Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam PP No.28 Tahun
1977, perbuatan wakafl tanah milik termasuk kriteria perbuatan hukum yang harus

didaftarkan, disist lain prakiek pelaksanaan wakaf selama ini terutama pada



=asvarakat pedesaan sering dilakukan tanpa melalui proses pendaftaran tanah
wakaf

Adapun pendaftaran tanah wakaf itu sendiri sebenarnya bertujuan untuk
menjamin adanya kepastian hukum , sebagaimana pula tujuan dari pendaftaran
wnah itu sendin dimana dengan di selengarakannya pendafiaran tanah ( termasuk
Jidalamnya pendaftaran tanah wakal ) maka akan dengan mudah di ketahui status
stau kedudukan hukum hak atas tanah tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengambil judul skripsi -

“Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf Tanah Milik di Kota Semarang™

B. Identifikasi Masalah
Agar dalam penelitian ini tcrcapai sasaran yang ingin penulis harapkan dan
ndak terlalu luas yang berakibat menimbulkan masalah schingga tujuan penelitian
tidak fercapai. serta mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang
ada pada diri penulis, maka dalam penelitian dan penulisan skripsi im penulis
memandang perlu untuk mengadakan identifikasi masalah yaitu antara lain

sehaga berikul

1. Mengenai judul yang penulis ajukan © Pclaksanaan Pendaflaran Wakaf
Tanah Milik di Kota Semarang ™ Di tinjau dari Peraturan Pemerintah RI

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

[l

Mengenal tempat atau lokasi penclitian dimana penulis memperoleh
data atau fakta serta informasi. penulis hanya akan meneliti tempat -

tempat tertentu saja diantaranya : Kantor Pertanahan Kota Semarang,



Kantor Departemen Agama Kota Semarang, dan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tembalang.

(. Perumusan Masalah
Rumusan masalah ini dibuat agar dapat mengadakan penelitian secara fepat
dan mendalam sehingga penulisan skripsi ini menjadi jelas. Sehubungan itu maka
serikul ini penulis akan berusaha mencoba membuat suatu perumusan masalah
vang sesuai dengan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah
sebagal benkut :
| Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wakal tanah milik di Kota Semarang,
2. Hambatan — hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran wakal

tanzh milik di kota Semarang.

D. Tujuan Penelitian
Dalam penulisan skripsi yang berjudul * Pelaksanaan Pendaflaran Wakaf
Tanah Milik di Kota Semarang ™ Penulis mempunya! tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanan pendaftaran wakaf tanah milik di kota
Semarang.
2 Untuk mengetahui hambatan — hambatan yang umbul dalam pelaksanaan

pendallaran tanah mulik di kota Semarang.



£ Metode Penelitian

L.
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Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis sosiologis, yaitu penelitian mencari, menafsirkan dan
membuat kesimpulan vang berdasarkan kenyataan atau fenomena yang
terjadi di dalam masyarakat. Disamping itu digunakan juga bahan — bahan
hukum vang berupa sumber hukum dalam arti formil ( peraturan
perundang-undangan) dan studi kepustakaan, sedang pendekatan yang
bertujuan untuk memperolch peraturan - peraturan yang berlaku, dan
pengetahuan tentang keadaan masyarakat pada waktu itu, sehingga

peraturan — peraturan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara desknptif
analitis, yaitu penelitian yang bertyjuan memberikan gambaran tentang
objek vang diteliti, dalam hal ini adalah tentang tata cara dalam
pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pelaksanaan

Pendaftaran Wakaf Tanah Milik ditinjau dari PP No.28 Tahun 1977

Metode Pengumpulan Data.
Untuk memperoleh data vang obvektif dalam penelitian ini, maka di
dalam mengumpulkan datz  data untuk membahas permasalahan penulis

mempergunakan dua sumber data, yaitu



a Data Primer : dilakukan dengan wawancara vaitu dengan
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan ~ pertanyaan schagal
pedoman dalam penyusunan laporan, namun masih di mungkinkan
adanya variasi pertanyaan vang di sesuaikan dengan situasi dalam
pelaksanaan wawancara tersebut.

b. Data Sekunder : dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna
mendapatkan landasan teonitis berupa pendapat- pendapat para ahli dan
pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi —
informasi dalam bentuk format maupun data melalui naskah resmi

vang ada.

4. Tehnik Pengambilan Sample

Tehnik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan
metode penelitian purposive non random sampling, yaitu penarikan
sample dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan
tertentu, yaitu subyek yang diambil sample harus benar — benar merupakan
subyek yang paling banyak mengandung cini — ciri yang terdapat pada
populasi, yaitu ciri — ciri yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis
ambil.

Responden yang akan d jadikan sample dipilih satu orang dari

bagian Pengukuran dan Pendaftaran tanah ( P dan PT ) pada Kantor

Pertanahan Semarang.




5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian im adalah secara

kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analistis yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis atau lisan
juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajan untuk mencapai

kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Sistematika Penulisan
Agar mudah dipahami dan dimengerti maka penulisan penclitian 1m
akan dibagi dalam empat bab, masing-masing bab terdin atas beberapa sub

bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut -

BABI : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar
belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitan serta

sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab imi disajikan Pengertian Wakaf, pengertian Hak
Milik, Pengertian Wakal Tanah Milik, juga membahas tentang
Unsur dan Syarat wakaf, Rukun Wakaf, Tata cara perwakafan,

dan pendaflaran tanah wakaf Yang dimaksudkan agar dapat
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BAB I :

BAB IV:

dimengerti dan di ketahui bagaimana prosesnya mulai dari awal

hingwa selesai proses pendaftaran Wakaf tanah milik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang
diperoleh. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya juga
memberikan gambaran lentang proses yang berlangsung dalam
pendafiaran tanah wakaf. mulai dari pendaftaran tanah wakaf
yang telah mempunyai sertifikat tanah hak milik, tanah adat, juga
tanah yang belum mempunyai hak, sehingga dapat di terbitkan
sertifikat tanah wakafnva dan di catat pada Departemen
Pertanahan. Juga memberikan bahasan dan hambatan — hambatan

yang timbul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini diletakkan pada bab terakhir karena uraian tersebut
dapat di simpulkan setelah kita mengerti isi dari keseluruhan
skripsi nantinva, disamping itu penulis juga akan mencoba untuk
sckedar memberikan saran vang mungkin  nantinva akan
bermanfaat dan berguna Untuk sclanjutnya akan di uraikan juga

ringkasan dari keseluruhan ist dari skripsi ini.

I
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